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BAB I

PENDAHULUAN

A Latar belakang penelitian
Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu unsure penting dalam operasional perusahaan, terlebih lkagi perusahaan yang berskala nasional ataupun internasional, hamper semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tidak lepas dari masalah perpajakan.

Perubahan Undang-undang pajak yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menyempurnaklan system perpajakan yang telah ada, adapun Undang-undang perpajakan yang baru tersebut berlaku tahun 2000. perubahan itu diantaranya untuk menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak, tujuan lainnya untuk menunjang usaha pembangunan dan mendoirong investasi secar merata di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama untuk mendorong pembangnan penbangunan di daerah terpencil. Selain itu, mendorong juga perkembangan usaha kecil serta menunjang usaha terciptanya aparat yang mampu dan bersih (jujur).

Dalam system perpajakan, pemerintah menerapkan system self assessment yang didalamnya memuat ketentuan bahwa Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang Perpajakan yang berlaku. System ini diterapkan dsengan harapan dapat meniungkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam emmenuhi kewajiban perpajakan.

Dalam system yang diterapkan ini, masyarakat dituntut untuk terus menambah pengetahuan tentang mekanisme dari system self assessment melalui seminar, penyuluhan-penyuluhan dan buku-buku mengenai perpajakan bagi smeua pihak yang terkait.

Untuk dapat terus melakjsanakan pembangunan nasional, maka pemerintah harus mencari sumber dana. Sumber dana yang ada dapat diperoleh dari luar negeri atau dari dalam negei. Sumber dana dari pemungutan pajak mempunyai peranan penting. Hal ini karena penerimaan dari sector cenderungf dapat dipastikan apabila dibandingkan dengan penerimaan Negara dari sector pajak terus dilakukan oleh pemerintah dengqan cara mengadakan perubahan tambahan dan penyesuaian atas perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

 Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong royongan nasional melalui system memperhitung, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Melalui system ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahamu oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan melaksanakan perundang-undangan perpajakan PT. X berusaha semaksimal mungkin mungkin melakukan perhitungan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan sesuai dengan peraturan y6ang berlaku.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas , penulis tertarik untuk membuat skrtipsi dengan judul “ANALISA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. X”. 
B Perumusan masalah
Apakah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. X sudah ssesuai dengan perundang-undangan perpajakan ?
C Tujuan dan kegunaan penelitian 
Tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. X.

2. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang paling menguntungkan bagi perusahaan.

Kegunaan dalam penelitian yaitu :

1. Kegunaan bagi penulis yaitu :

a. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana jurusan Akuntansi Unversitas Mercu Buana ( UMB )

b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengtahuan serta dapat memahami dan membangdinhkan antara teori yang diperoleh dengan praktek sebenarnya. 

2. Kegunaan penelitian ini bagi perusahaan yaitu penelitian ini diharapkan agar dapat juga sebagai masukan yang bermanfaat untuk perbaikan atas perlakukan perpajakan yang terapkan .

3. Kegunaan bagi pembaca yaitu : 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti yang ingin mendalami atau meneliti tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.

b. Bagi rekan-rekan dan pihak-pihak lain yang berminat dalam masalah ini hasil peneletian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan tambahan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Dasar-dasar Perpajakan 

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi Negara dalam menjalankan pemerintah.

Pemungutan pajak sudah sejak lama ada, dari adanya upeti wajib kepada pengusaha berupa hasil tanam pada masa kerajaan, masa penjajahan hingga sekarang dengan polanya masing-masing. Pemungutan pajak yang semula berdasarkan aturan penguasa atau raja tanpa melibatkan pembayaran pajak, kini perusahaan telah melipatkan pembayaran pajak melalui aturan yang dibuat antara penyelenggar pemerintah dengan rakyat melalui perwakilannya.

Menurut R. Santoso Brodoharjo (2003: 3), pengertian PAjak adalah sebagai berikut :

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunkanan adalah untuk membiaya pengeluaran-pengekluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Mardiasmo (2004:1) memberikan pengertian tentang pajak sebagai berikut :

Pajak adalah iuran rakyat kepqada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal.(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2001:5) mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut :

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipoaksakannya, tanpa adanya konstraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal yang di individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Erly Suandy (2003:8) medefinisikan pajak sebagai berikut : 

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-noprma hokum guna menutuop biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pengertian pajak menurut S. Munawir (2004:6) adalah sebagi berikut:

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Muda Markus dan lalu Hendry Yujana (2002:4) memberikan pengertian pajak sebagai berikut:

Pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidk langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan public dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk yang melekat pada pengertian pajak yaitu :

a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

b. Sifatnya dapat dipaksa. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya saksi.

c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah. 

d. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh dilakukian pihak swsta yang orientasinya adalah keuntungan.

e. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surpluss dipergunakan untuk membiayai public investment.

2.  Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hokum, menyakini menbcapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakini memberikan hak bagi wajib pajak untuk menganjukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbang Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang ( Syarat Yudiridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUd 1945 Pasal 23 , hal ini memberikan jaminan hokum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh menggagu kelancaran kegiatan produsi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dpata di tekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. System pemungutan pajak harus sederhana

System pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment Sistem

Yaitu suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

b. Self Assessment Sistem

Yaitu suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewnang, kewpercayaan, tanggung jawab kepada Wajib PAjak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Withholding Sistem

Yaitu suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau emmungut besarnya pajak yang terutang oleh Waib Pajak.

4. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan tarif untukmenghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Tariff pajk dapat dinyatakan dalam persentasi tarifnya dibedakan :

a. Tarif marginal

Persentase tarif ini belaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh, dalam perhitungan PPh badan, tariff marginal untuk setiap tambahan penghasilan kena pajak melebihi 0 sampai dengan Rp. 50.000.000,00 sebesar 10% yang diikuti pula untuk setiap tambahan penghasilan ke\na pajak diatas Rp. 50.000.000,000 sampai dengan Rp. 100.000.000,00 dengan tariff marginal 15% dan seterusnya.

b. Tarif Efektif

Persentase tarif pajak efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu.

Sebagai contoh, apabila penghasilan kena pajak sebesar Rp. 80.000.000,00 PPh terutang dihitung :

10% X Rp. 50.000.000,00 =   Rp 5.000.000,00

15% X Rp. 30.000.000,00 =  Rp. 3.000.000,00


Total
      =    Rp 8.000.000,00

Tariff efektif
=  Rp 9.500.000,00 X 100%
=  Rp. 11,78%



    Rp 80.000.000,00

Struktur tariff yang berhubuingan dengan pola persentase tariff pajak dikenalkan 4 (empat) macam tariff, yaitu :

a. Tarif proposional (sebanding)

Tarif pajak proposional yaitu berupa persentase tetap terhadap jumlah nerapun yang emnjadi dasar pengenaan pajak. Seiring disebut tariff tunggal karena hanya menggunakan satu tariff tunggal dengan persentase tetap. 

Contoh : tarif PPn 10%, PBB 1,5%, BPHTB 5%.

b. Tarif Progresif

Tarif pajak progresif adalah tariff pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila yang emnjadi dasar penegenaannya semakin besar. Misalnya tariff pajak Pengahsilan yang di Indonesia yaitu :

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi :

	Penghasilan Kena Pajak
	Tarif Pajak

	0 s/d Rp. 25.000.000,00
	5%

	Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00
	10%

	Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00
	15%

	Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00
	25%

	> Rp. 200.000.000,00
	35%


Untuk Wajib Pajak Badan dan BUT :

	Penghasilan Kena Pajak
	Tarif Pajak

	0 s/d Rp. 50.000.000,00
	10%

	Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00
	15%

	> Rp. 100.000.000,00
	30%


c. Tarif degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase tariff pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

d. Tarif Tetap

Tarif pajak tetap adalah tariff berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang meniadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu besarny pajak yang terutang tetap. Bea Materai menggunakan struktur tariff ini yakni Rp. 3.000 dan Rp. 6.000.

e. Tarif pajak advaloren

Tarif pajak advaloren merupakan tariff dengan persentase tertentu atas harga barang atau nilai suatu barabg. Misalnya tariff Bea msuk sebesar 10% dari nilai impor.

f. Tarif spesifik

Tarif spesifik merupakan tariff dengan jumlah tertentu atas suatu jenia atau satuan jenis barang tertentu.

5. Utang Pajak

Apabila melihat timbulnya utang pajak, bahwa utang pajak timbul Karena surat ketetapan pajak 9ajaran formal), ajaran ini diterapkan pada official assessment system. Perbedaan ajaran materiil bahwa utang pajak timbul karena undang-undang. Ajaran ini deterapkan pada self assessment system

Hapusnya utang pajak disebabkan :

a. Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas Negara.

b. Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh Karena itu kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima pajak sebulumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang.

c. Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan.

d. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

e. Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama dengan sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak.

B. Pajak Penghasilan Pasal 21
1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Ketentuan dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima dan diperoleh WAJIB pajak ORANG pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pihak yang wajib menlakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja bendaharawan pemerintah, dana pension, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

Pengertian Pajak Penghsilan pasal 21 menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 adalah 

Pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atas jasa dan kegiatan seperti dinayatakan dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Menurut Gunadi (2000:94), pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

Pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, pension, Kegiatan dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa (termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas) dipungut melalui system pemotongan (with holding system) terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri pada saat penghasilan itu dibayarkan.

2. Pihak yang Berkewajiban Untuk Memotong, Menyetor dan Melapor

Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, jas atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh :

a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehingga imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

b. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehingga imbalan sehubungan dengan pekerjaan,jasa atau kegiatan

c. Dana pension atau badan lain yang membayarkan uang pension dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pension.

d. Bedan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh pribadi dengan status Wajib PAjak Orang pribadi.

e. Badan yang membayarkan honorarium atau pembayaran lain kepada peserta pendidikan, pelatihan atau penghargaan.

f. Yayasan atau organisasi sebagai pembayaran gaji, upah honorarium, hadiah atau penghargaan.

g. Penyelenggaraa kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

3. Subjek Pajak dari Pajak Pengahasilan Pasal 21

Subjek pajak yang ditetapkn menjadi Wajib Pajak Pasal 21 adalah penerima penghilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan lainnya. Mereka itu adalah pegawai tetap, pension, pegawai harian, pegawai mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya.

 Para penerima penghasilan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Pegawai tetap termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawasan yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

b. Para penerima pension.

c. Penerima honorarium.

d. Penerima upah yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan atau upah satuan.

e. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan dari pemotongan pajak.

4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut :

a. Penghasilan yang diterima tau diperoleh secra teratur berupa gaji, uang pension bulanan, upah honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawasan), premi bulanan, uang lembur, uang sokongn, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabvatan, tunjangan khusus, tunjangan transportasi, tunjangan pajak, tunjangan iuran pension, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi jaminan yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secra tertur berupa jasa produsi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tujangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.

c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

d. Upah tebusan pension, uang Tabungan Hari Tua, atau Tunjangan Hari Tua, uang pesangon, dan pembayran lain sejenis.

e. Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakuykan wajib pajak dalam negeri terdiri dari :

2) Tenaga ahli sebagimana dimaksudkan dalam Pasal 9 Ayat (7) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-545/PJ/2000, yaitu tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris Penilaian dan aktuaris yang dikenakna pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto.

3) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawti, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.

4) Olahragawan

5) Penasihat, penyanyi, pelatih, penceramah dan moderator.

6) Pengarang, peneliti, dan penerjemah.

7) Pemberi jasa dalam segala termasuk teknik, computer, dan system aplikasinya, telekomunikasi elektronika, fotografi, ekonomi, dan social.

8) Agin iklan

9) Pengawasan, pengeloila proyek, anggota dan pemberi jasa kpeda suatu kepanitian, peserta siding, atau rapat dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.

10) Pembawa pesanan, atau yang menemukan langganan.

11) Peserta perlombaan

12) Petugas penjaga barang dagangan

13) Petugas dinas luar asuransi

14) Peserta pendidikan, pelatihan dan pemegangan

15) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan lainnya.

f. Gaji, gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat Negara, pagawai negeri sipil serta uang pension dan tunjangan-tunjangan lain sifatnya terkait dengnan uang pension yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

5. Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan pasal 21 sebagai berikut :

a. Pembayaran jaminan/asuransi dari perushaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan. Asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasisiwa.

b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit).

c. Iuran pension yang dibayarkan kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua kepada badan penyelenggara Taspen dan jamsostek yang dibayarkan oleh pemberi kerja.

d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan liannya dengan nama apaun yang diberikan oleh pemerintah.

e. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemerintah.

f. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau laembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan pemerintah.

6. Hak dan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21

Hak-hak wajib pajak PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :

a. Wajib pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh pasal 21 kepada pemotong pajak, jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dan Pajak Penghasilan untuk pajak yang bersangkutan kecuali PPh pasal 21 bersifat final.

b. Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengajukan surat keberatan itu diajukan dalam bahasa Indonesia dengan mengemukan jumlah pajak yang dipotong menurut perhitungan Wajib Pajak dengan diserati alasan-alasan yang jelas. Pengajuan surat keberatan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulansetelah tanggal pemotongan, kecuali apabila wajib apjak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

c. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alas an yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alas an yang jelas dan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan salinan surat keputusan tersebut.

Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

a. Wajib pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang emnyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri. Surat pernyataan tersebut dibuat untuk pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Surat pernyataan tersebut harus diserahkan pada saat seseorang mulai bekerja atau  mulai bekerja atau mulai pension.

b. Wajib pajak juga berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada pemotongan pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim.

c. Wajib PAjak berkewajiban memaksudkan surat Pemberitahuan (SPT) tahunan jika Wajib Pajak mempunyai pengahsilan lebih dari satu pemberi kerja. 

7. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagaimana ditujukan pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000. perhitungan PPh Pasal 21 bulnan atas penghasilan teratur pegawai tetap dan penerimaa pension sebagai berikut :

a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan tunjangan jabatan, iuran pension, iuran Jaminan Hari Tua yang dibayarkan oleh pegawai yang dijumlah menjadi 12 (dua belas) bulan.

b. 1)  Untuk memperoleh penghasilan netto setahun, penghsilan netto 

dikalikan 12 (dua belas).

2) Dalam hal seseorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhentinya bekerja dalam tahun berjalan, maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalkikan penghasilan sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

3) Penghasilan netto setahun pada angka 1) atau 2) diatas dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak tersebut dapat dihitung Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun.

4) Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan,  jumlah PPh Pasal 21 setahun diatas pengahsilan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibagi dengan 12 bulan.

5) Untuk memperoleh jumlah PPh Pasal 21 sebulan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam angka 2), jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.

c. 1)  Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan 

atas masa gaji sebulan, maka untuk perhitungan PPh Pasal 21 jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan factor perkalian sebagai berikut :

a) Gaji untuk masa seminggu dikalian sebagi berikut :

b) Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 4.

1) Selanjutnya dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 sebulan dengan cara seperti dalam huruf b) diatas.

2) PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam angka 2) dibagi 4 sedangkan PPh pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 dalam huruf b) dibagi 26.

d. Jika kepada pegawai disamping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka perhitungan PPh pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut:

1) Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan).

2) Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji sebelumnya adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenaikan pemotongan PPh Pasal 21.

3) PPh Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan.

4) PPh Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksudkan adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong berdasarkan huruf b.

5) Apabila kepada pegawai disamping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut dalam angka 4), maka cara perhitungan PPh Pasal 21-nya adalah sesuai dengan telah ditetapkan dalam angka 4) dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 3).

e. Pemotongan PPh Pasal 21 atas uang lembur dan penghasilan lain yang sejenis yang diterima atau diperoleh pegawai bersamaan dengan gaji bulanannya yaitu dengan menggabungkan dengan gaji bulanannya .

f. Penghasilan PPh pasal 21 atas uang pension bulanan yang diterima atas diperoleh penerima pensiuon pada tahun pertama pension adalah sebagai berikut :

1) Terlebih dahulu dihitung penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pension, kemudian dikalikan bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember.

2) Pengasilan netto yang disetahunkan tersebut ditambah dengan penghasilan netto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21.

3) Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), jumlah penghasilan pada angka 2) tersebut dikurangi dengan Penghsilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan selanjutnya dihitung PPh Pasal 21 atas PKP tersebut.

4) PPh Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 dalam angka 3) dengan PPh Pasal 21 yang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan tercantum bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun.

5) PPh Pasal 21 atas uang pensiun b ulanan adalah PPh Pasal 21 seperti tersebut dalam angka 4) dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana dimaksud dalam angka 1).

g. Perhitungan PPh Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1) Terlebih dahulu dihitung penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun .

2) Selanjutnya PPh Pasal 21 dihitung cara seperti dalam huruf b, angka 1),3), dan 4).

8. Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Contoh perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai yang PPh Pasal 21 nya ditanggung karyawan.

Gusman bekerja pada PT. X dengan memperoleh gaji Rp 2.500.000,00. PT. X mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan kecelakaan kerja dan premi Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Gusman membayar iuran jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji. Disamping itu, PT. X juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya PT. X membayar iuran pensiun untuk Gusman ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp 40.000,00 sedangkan Gusman membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00 setiap bulan. Status Gusman kawin tetapi belum mempunyai anak.

Perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut :

Gaji sebulan



           
Rp 
2.500.000,00

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja

Rp
     12.500,00

Premi Jaminan Kematian


Rp 
       7.500,00

Penghasilan Bruto 



Rp
2.520.000,00

Pengurangan :

Biaya Jabatan

Rp 108.000,00

Iuran pensiun

Rp   25.000,00 







Rp 
  133.000,00

Penghasilan Netto sebulan 


Rp 
2.387.000,00

Penghasilan netto setahun:

12x Rp 2.387.000,00 =



Rp
28.644.000,00

Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun :

Untuk Wajib Pajak 

Rp 12.000.000,00

Tambahan kawin pajak kawin 
Rp  1.2000.000,00








Rp 
13.200.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun

Rp
15.444.000,00

PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp 15.444.000,00 = Rp 772.200,00

PPh Pasal 21 sebulan : Rp 772.200,00 : 12 =        Rp    64.350,00

b. Penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai yang PPh Pasal 21 nya Ditanggung oleh pemberi kerja.

Budiman Napitulu adalah seorang pegawai PT. Taipan Jaya dengan status belum menikah. Dia menerima gaji Rp. 1.500.000,00 sebulan dan PPh ditanggung pemberi kerja. Setiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 50.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah :

Gaji sebulan 




Rp. 
1.500.000,00

Pengurangan :

1. Biaya jabatan :

5% x Rp. 1.500.000,00 =
Rp.
75.000,00

2. Iuran pensiun

Rp.
50.000,00

Rp.
   125.000,00

Penghasilan netto sebulan 


Rp.
1.375.000,00

Penghasilan netto setahun

12 x Rp 1.375.000,00



Rp.
16.500.000,00

PTKP





Rp.
12.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak 


Rp. 
  4.500.000,00

PPh Pasal 21 sebulan :

5% x Rp. 4.500.000,00 = Rp. 225.000,00

PPh Pasal 21 sebulan :

Rp. 225.000 : 12 = Rp. 18.750,00

Catatan :

PPh Pasal 21 sebesar Rp 18.75.,00 ini ditanggung dan dibayar oleh pemberi kerja. Jumlah sebesar Rp. 18.750,00 tidak boleh mengurangi Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Budiman Napitulu sebagai Wajib Pajak PPh Pasal 21. oleh karena itu, jumlah Rp. 18.750,00 tidak dikenakan pajak.

c. Penghitungan PPh Pasal PT. Aman Sentosa dengan status belum menikah. Dia memperoleh gaji sebesar Rp. 1.825.000,00 sebulan. Kepada Monalisa diberikan tujangan pajak sebesar Rp. 25.000,00 sebulan. Iuran pensiun yang dibayarkan Monalisa sebasar Rp. 25.000,00 sebulan.

Perhitungan PPh Pasal 21 adalah :

Gaji sebulan 




Rp. 
1.825.000,00

Tujangan Pajak 




Rp.
     25.000,00

Penghasilan bruro 



Rp. 
1.850.000,00

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan :

5% x Rp. 1.850.000,00 = 
Rp. 92.500,00

2. Iuran Pensiun 

Rp. 25.000,00

Rp. 
   117.500,00

Penghasilan Netto sebulan 


Rp. 
1.732.500,00

Penghasilan netto setahun 

12 x Rp. 1.732.500,00



Rp. 
20.790.000,00

PTKP





Rp.
 12.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak 


Rp. 
   8.790.000,00

PPh Pasal 21 setahun :

5% x Rp. 8.790.000,00 = Rp. 439.500,00

PPh sebulan :

Rp. 439.500,00 : 12 = Rp. 36.625,00

Catatan :

Selisih pajak terutang pajak adalah sebesar Rp. 11.625,00 (Rp. 36.625,00 – Rp. 25.000,00) ditanggung oleh pegawai tersebut dengan dipotongkan dari penghasilan bulan yang bersangkutan atau ditanggung oleh pemberi kerja / pemotong pajak. Apabila selisih sebesar Rp. 11.625,00 ditanggung pemberi kerja pemotong pajak maka jumlah tresebut bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan kena Pajak pemberi kerja / pemotong pajak.

BAB III

METODOLOGI
A. Gambaran umum

1. Sejarah umum

Permulaan berdirinya PT. X yang berkedudukan di Jakarta timur. Perusahaan ini masih menggunakan sumber daya manusia yang masih sangat terbatas jumlahnya. Berkat ketekunan, tekad yang bulat dan kemampuan memimpin yang baik dari pemimpin perusahaan dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan maka perusahaan ini dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan.

Perusahaan ini berkembang terus, karena adanya kemampuan dan pengalaman serta relasi yang luas dari pemimpin perusahaan. Sehingga perusahaan ini sudah memiliki beberapa cabang di Malang dan Makasar.

Demikian sedikit penjelasaan tentang sejarah perusahaan PT. X yang dapat penulis ketahui melalui observasi (pengamatan)

2. Struktur organisasi

Dalam mengelola perusahaan agar dapat berjalan dengan baik diperlukan struktur organisasi yang dapat menggambarkan fungsi-fungsi manajemen dalam suatu perusahaan mengenai wewenang dan tanggung jawab. Organisasi merupakan salah satu factor pendukung untuk mencapai tujuan perusahaan, karena organisasi dapat berfungsi sebagai alat yang mempunyai hubungan formil dalam melakukan suatu aktivitas dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien.

Dengan adanya susunan dalam hubungan juga rincian pembagian kerja yang mengatur wewenang dan tanggung jawab yang jelas maka akan membantu para pemimpin dalam mengelola perusahaan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang akan menghasilkan tingkat profitabilitas tinggi yang merupakan tujuan dari perusahaan.

Koordinasi yang baik juga dapat mewujudkan suatu kesatuan tindakan yang harmonis dalam upaya mencapai tujuan. Karena tanpa koordinasi pandangan tentang peran mereka dalam organisasi yang besangkutan.

Organisasi yang baik adalah apabila organisasi mencerminkan suatu hubungan baik secara horizontal maupun vertikal yang didalamnya terdapat suatu pengendalian yang merupakan suatu sistem informasi dari manajemen sehingga terjalin kerja sama antara individu atau kelompok yang melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya struktur organisasi yang baik dalam suatu perusahaan maka akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing kelompok kegiatan beserta bagian-bagiannya.

Umumnya suatu perusahaan dalam memilih suatu sistem yang akan dipergunakan disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Struktur organisasi dalam perusahaan berbeda-beda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya tergantung pada jenis dan sifatnya. Dengan demikian tidak mungkin suatu struktur organisasi dapat dipergunakan oleh beberapa perusahaan yang berbeda jenisnya. Meskipun demikian struktur organisasi haruslah fleksibel dalam arti memungkinkan dilakukannya penyesuaian-menyesuaian yang diperlukan dengan tanpa harus mengubah seluruh struktur organisasi yang ada.

Sesuai dengan kegiatan dan bidang usaha yang dilakuka PT. X memiliki struktur organisasi yang nampak pada gambar 1.

Adapun uraian struktur organisasi PT. X dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Direktur utama 

Direktur utama dalam struktur organisasi memiliki tanggung jawab atas segala aktivitas perusahaan dibawah pengawasan dari dewan komisaris.

b. Manajemen personalia

Manajer personalia bertanggung jawab atas segala hal yang berhubungan dengan administrasi dan sumber daya manusia dalam perusahaan.

c. Manajer pemasaran

Manajer pemasaran bertanggung jawab untuk menjual sebanyak mungkin barang dagangan perusahaan.

d. Manajer pembelian 

1) Melaksanakan pembelian barang atas persetujuan Direktur utama.

2) Melaksanakan persedian barang.

3) Melaporkan kegiatan kepada Direktur utama.

4) Mengadakan pembelian barang sesuia dengan permintaan dari manajemen perusahaan. 

e. Manajer keuangan

1) Mengelolah dana bagi pelaksanaan operasional.

2) Melaporkan kegiatan kepada Direktur Utama.

3) Memberikan kegiatan kepada Direktur Utama.

4) Memberikan informasi secara rutin kepada Direktur Utama.

5) Memberikan keabsahan pengeluaran dana dan pertanggung jawabannya.

Manajer keuangan didalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1) Kabag Pembukuan 

2) Kasir 

f. Manajer Machine

Manajer Machine didalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 

1) Kepala bagian extruder.

2) Kepala bagian Cireuler.

3) Kepala bagian Jahit.

4) Kepala bagian Pemotong.

5) Kepala bagian Packing.

g. Manajer gudang

1) Mengadakan pengawasan terhadap arus keluar dan masuknya barang.

2) Menyimpan dan memelihara stock barang digudang.

3) Menyusun dan mengatur stock barang digudang 

4) Menjaga ketertiban dan mengkoordinasi gudang baik operasional atau administrasi.

h. Manajer  transportasi

1) Bertanggung jawab atas semua kegiatan pengiriman barang, baik yang menggunakan armada perusahaan maupun yang menggunakan ekspedisi.

2) Bertanggung jawab atas semua kegiatan pengiriman dengan tepat waktu.
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B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta perhitungan Pajak Penghasilan Pajak 21. 
C. Definisi Opersional Variabel

Dalam penulisan skripsi ini penulis menguraikan beberapa definisi berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dan variabel-variabel yang digunakan ;

1. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau dipeloleh dalam suatu tahun pajak.

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.
D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skipsi ini penulis mengumpulkan data-data yang mempunyai hubungan masalah yang akan dibahas pada skipsi ini, adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan
Dalam penelitian kepustakaan, penulis mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Jenis data yang dipeloleh merupakan data sekunder karena berisi tentang teori dan konsep yang terdapat dalam buku, makalah, peraturan-peraturan pemerintah mengenai perpajakan serta bahan bacaan lainnya.
2. Penelitian lapangan 
Peneliti lapangan yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari objek penelitian. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, dengan melakukan observasi kelokasi dalam hal ini PT. X dan dengan wawancara langsung dengan staff accounting tentang gambaran umum perusahaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa SPT tahunan PPh pasal 21 PT. sinar Pamulang Polinautama tahun pajak 2005 dan daftar gaji karyawan PT. Sinar Pamulang Polinautama. 
E. Metode Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif adalah analisa data dengan berdasarkan pada angka-angka. Sedangkan analisis deskriptif kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada pernyataan keadaan dan ukuran kualitas. 

BAB IV
ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. X

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 mulai bulan Januari sampai dengan bulan Dember 2005 untuk tahun takwim 2005 dapat dilihat pada tabel 4.1. Penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode yang digunakan dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang ditanggung oleh karyawan, yang dilakukan oleh PT. X atas penghasilan karyawan sepanjang tahun 2005 adalah sebagai berikut :

TABEL  4.1
PT. X

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

TAHUN 2005

	Nama
	Jabatan 
	Status 
	Gaji 
(Rp)
	JHT (Rp)
	PAKK (Rp)
	Pak (Rp)
	THR
	Penghasilan bruto
	Biaya jabatan 
	JHT (Rp)
	Penghasilan Neto
	PTKP
	Penghasilan Kena Pajak 
	PPh Pasal 21

	Syeh S
	Direktur Utama
	K/3
	57.600.000
	1.440.000
	512.640
	172.800
	4.800.000
	64.525.440
	1.296.000
	1.152.000
	62.077.440
	16.800.000
	45.277.440
	3.277.744

	Eddy ll
	Manajer 
Personalia 
	K/2
	45.600.000
	1.140.000
	405.840
	136.800
	3.800.000
	51.082.640
	1.296.000
	912.000
	48.874.640
	15.600.000
	33.274.640
	2.077.464

	Sony A
	Manajer Pemasaran 
	K/0
	42.000.000
	1.050.000
	373.800
	126.000
	3.500.000
	47.049.800
	1.296.000
	840.000
	44.913.800
	13.200.000
	31.713.800
	1.921.380

	M. Ikhsan 
	Manajer Pembelian 
	K/0
	42.000.000
	1.050.000
	373.800
	126.000
	3.500.000
	47.049.800
	1.296.000
	840.000
	44.913.800
	13.200.000
	31.713.800
	1.921.380

	Marlina 
	Manajer Keuangan
	K/3
	45.600.000
	1.140.000
	405.840
	136.800
	3.800.000
	51.082.640
	1.296.000
	912.000
	48.874.640
	16.800.000
	32..074.640
	1.957.464

	Said K
	Manajer machine 
	K/1
	45.600.000
	1.140.000
	405.840
	136.800
	3.800.000
	51.082.640
	1.296.000
	921.000
	48.874.640
	14.400.000
	34.474.640
	2.197.464

	Nurdin 
	Manajer Gudang
	TK
	39.000.000
	975.000
	347.100
	117.000
	3.250.000
	43.689.100
	1.296.000
	780.000
	41.613.100
	12.000.000
	29.613.100
	1.711.310

	Susi N
	Manajer Transportasi
	K/0
	42.000.000
	1.050.000
	373.800
	126.000
	3.500.000
	47.045.800
	1.296.000
	840.000
	44.913.800
	13.200.000
	31.713.800
	1.921.380

	Irene M
	Kabag Exeruder
	TK
	30.000.000
	750.000
	267.000
	90.000
	2.500.000
	33.607.000
	1.296.000
	600.000
	31.711.000
	12.000.000
	19.711.000
	985.550

	Syahrul A
	Kabag Circuler 
	TK
	27.000.000
	675.000
	240.300
	81.000
	2.250.000
	30.246.300
	1.296.000
	540.000
	28.410.300
	12.000.000
	16.410.300
	820.515

	Lilis R
	Kabag jahit 
	K/0
	28.800.000
	720.000
	256.320
	86.400
	2.400.000
	32.262.720
	1.296.000
	576.000
	30.390.720
	13.200.000
	17.190.720
	859.536

	Riki N 
	Kabag Pemotong 
	TK
	27.000.000
	675.000
	240.300
	81.000
	2.250.000
	30.246.300
	1.296.000
	540.000
	28.410.300
	12.000.000
	16.410.300
	820.515

	Dony P
	Kabag Packing 
	TK
	27.600.000
	690.000
	245.640
	82.800
	2.300.000
	30.918.440
	1.296.000
	552.000
	29.070.440
	12.000.000
	17.070.440
	853.522

	Nurmalasari 
	Kabag Pembukuan 
	K/3
	30.000.000
	750.000
	267.000
	90.000
	2.500.000
	33.607.000
	1.296.000
	600.000
	31.711.000
	16.800.000
	14.911.000
	745.550

	Melinda 
	Kasir 
	TK
	24.000.000
	600.000
	213.600
	72.000
	2.000.000
	26.885.600
	1.296.000
	480.000
	25.109.600
	12.000.000
	13.109.600
	655.480

	Total 
	
	
	553.800.000
	13.845.000
	4.928.820
	1.661.400
	46.150.000
	620.385.220
	19.440.000
	11.076.000
	589.869.220
	205.200.000
	384.669.220
	22.726.254


Sumber: PT. X
1. Syeh (K/3) Direktur Utama PT. X, gaji sebulan Rp. 4.800.000, Tunjangan Hari Raya sebesar Rp. 4.800.000, PT. X masuk program Jamsostek dengan menangung Premi Asuransi Kematian dan Premi Asuransi Kecelakaan Kerja masing-masing sebesar 0,30% dan 0,89% dari gaji. Selain itu juga PT. X menanggung iuran JHT sebesar 2,5% dari gaji. Syeh membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Syeh adalah :
Gaji 






Rp. 
 57.600.000

Jaminan Hari Tua 




Rp.
   1.440.000

Premi Asuransi Kecelakaan Kerja 


Rp. 
      512.640
Premi Asuransi Kematian 



Rp.  
      172.800

Tunjangan Hari Raya 




Rp.
   4.800.000

Penghasilan Bruto 




Rp.
 64.525.440

Pengurangan :

Biaya jabatan : 5% x Rp. 64.525.440 = Rp.3.226.272

Maksimum setahun 
Rp. 1.296.000

Iuran JHT 

Rp. 1.152.000








Rp. 
  2.448.000

Penghasilan Neto 




Rp.
62.077.440

PTKP






Rp.
16.800.000
Penghasilan Kena Pajak 



Rp.
45.277.440

Pajak penghasilan Pasal 21 setahun :

5% x Rp. 25.000.000 = Rp. 1.250.000

10% x Rp. 20.277.440  =
 Rp. 2.027.744

PPh Pasal 21 setahun 

 Rp. 3.277.744

PPh Pasal 21 sebulan :

Rp. 3.277.744 : 12 = Rp 273.145
2. Eddy H (K/2) Manajer Personalia PT. X, gaji sebulan Rp. 3.800.000, Tunjangan Hari Raya sebesar Rp 3.800.000, PT. X masuk program Jamsostek dengan menangung Premi Asuransi Kematian dan Premi Asuransi Kecelakaan Kerja masing-masing sebesar 0,30% dan 0,89% dari gaji. Selain itu juga PT. X menanggung iuran JHT sebesar 2,5% dari gaji. Eddy membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Eddy adalah :

Gaji 






Rp 
45.600.000

Jaminan Hari Tua  




Rp.
   1.140.000

Premi Asuransi Kematian 



Rp. 
      136.800

Premi Asuransi Kecelakaan Kerja 


Rp.  
      405.840

Tunjangan Hari Raya 




Rp.
   3.800.000

Penghasilan Bruto 




Rp.
 51.082.640

Pengurangan :

Biaya jabatan : 5% x Rp. 51.082.640 = Rp.2.554.132

Maksimum setahun 
Rp. 1.296.000

Iuran JHT 

Rp.     912.000








Rp.
   2.208.000

Penghasilan Neto 




Rp.
48.874.640

PTKP






Rp.
15.600.000

Penghasilan Kena Pajak 



Rp.
33.274.640

Pajak penghasilan Pasal 21 setahun :

5% x Rp.
 25.000.000 = Rp. 1.250.000

10% x Rp.
 8.274.640  =
Rp.    827.464

PPh Pasal 21 setahun 

 Rp. 2.077.464

PPh Pasal 21 sebulan :

Rp. 2.077.464 : 12 = Rp 173.122

3. Sony A (K/0) Manajer Pemasaran PT. X, gaji sebulan Rp. 3.500.000, Tunjangan Hari Raya sebesar Rp 3.500.000, PT. X masuk program Jamsostek dengan menangung Premi Asuransi Kematian dan Premi Asuransi Kecelakaan Kerja masing-masing sebesar 0,30% dan 0,89% dari gaji. Selain itu juga PT. X menanggung iuran JHT sebesar 2,5% dari gaji. Sony membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sony A adalah :

Gaji 






Rp 
42.000.000

Jaminan Hari Tua  




Rp.
   1.050.000

Premi Asuransi Kematian 



Rp. 
      126.000

Premi Asuransi Kecelakaan Kerja 


Rp.  
      373.800

Tunjangan Hari Raya 




Rp.
   3.500.000

Penghasilan Bruto 




Rp.
 47.049.800

Pengurangan :

Biaya jabatan : 5% x Rp. 47.049.800 = Rp.2.352.490

Maksimum setahun 
Rp. 1.296.000

Iuran JHT 

Rp.     840.000








Rp.
   2.136.000

Penghasilan Neto 




Rp.
44.913.800

PTKP






Rp.
13.200.000

Penghasilan Kena Pajak 



Rp.
31.713.800

Pajak penghasilan Pasal 21 setahun :

5% x Rp.
 25.000.000 = Rp. 1.250.000

10% x Rp.
 6.713.800  =
Rp.    671.380
PPh Pasal 21 setahun 

 Rp. 1.921.380
PPh Pasal 21 sebulan :

Rp. 1.921.380 : 12 = Rp 160.115

4. M. Ikhsan  (K/0) Manajer Pembelian PT. X, gaji sebulan Rp. 3.500.000, Tunjangan Hari Raya sebesar Rp 3.500.000, PT. X masuk program Jamsostek dengan menangung Premi Asuransi Kematian dan Premi Asuransi Kecelakaan Kerja masing-masing sebesar 0,30% dan 0,89% dari gaji. Selain itu juga PT. X menanggung iuran JHT sebesar 2,5% dari gaji. Sony membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 M. Ikhsan  adalah :

Gaji 






Rp 
42.000.000

Jaminan Hari Tua  




Rp.
   1.050.000

Premi Asuransi Kematian 



Rp. 
      126.000

Premi Asuransi Kecelakaan Kerja 


Rp.  
      373.800

Tunjangan Hari Raya 




Rp.
   3.500.000

Penghasilan Bruto 




Rp.
 47.049.800

Pengurangan :

Biaya jabatan : 5% x Rp. 47.049.800 = Rp.2.352.490

Maksimum setahun 
Rp. 1.296.000

Iuran JHT 

Rp.     840.000








Rp.
   2.136.000

Penghasilan Neto 




Rp.
44.913.800

PTKP






Rp.
13.200.000

Penghasilan Kena Pajak 



Rp.
31.713.800

Pajak penghasilan Pasal 21 setahun :

5% x Rp.
 25.000.000 = Rp. 1.250.000

10% x Rp.
 6.713.800  =
Rp.    671.380

PPh Pasal 21 setahun 

 Rp. 1.921.380

PPh Pasal 21 sebulan :

Rp. 1.921.380 : 12 = Rp 160.115
5. Marlina (K/3) Manajer Keuangan PT. X, gaji sebulan Rp. 3.800.000, Tunjangan Hari Raya sebesar Rp 3.800.000, PT. X masuk program Jamsostek dengan menangung Premi Asuransi Kematian dan Premi Asuransi Kecelakaan Kerja masing-masing sebesar 0,30% dan 0,89% dari gaji. Selain itu juga PT. X menanggung iuran JHT sebesar 2,5% dari gaji. Eddy membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Marlina adalah :

Gaji 






Rp 
45.600.000

Jaminan Hari Tua  




Rp.
   1.140.000

Premi Asuransi Kematian 



Rp. 
      136.800

Premi Asuransi Kecelakaan Kerja 


Rp.  
      405.840

Tunjangan Hari Raya 




Rp.
   3.800.000

Penghasilan Bruto 




Rp.
 51.082.640

Pengurangan :

Biaya jabatan : 5% x Rp. 51.082.640 = Rp.2.554.132

Maksimum setahun 
Rp. 1.296.000

Iuran JHT 

Rp.     912.000








Rp.
   2.208.000

Penghasilan Neto 




Rp.
48.874.640

PTKP






Rp.
16.800.000

Penghasilan Kena Pajak 



Rp.
32.074.640

Pajak penghasilan Pasal 21 setahun :

5% x Rp.
 25.000.000 = Rp. 1.250.000

10% x Rp.
 7.074.640  =
Rp.    707.464

PPh Pasal 21 setahun 

 Rp. 2.077.464

PPh Pasal 21 sebulan :

Rp. 1.957.464 : 12 = Rp 163.122

B Analisa Perhitungan PPh Pasal 21

PT. X melakukan kesalahan di dalam menghitung besarnya PPh Pasal 21 terutang tiap masa pajak selama tahun 2005. Kesalahan tersebut sebenarnya masih dapat dikoreksi setelah tahun pajak berakhir, yaitu ketika dilakukan penghitungan ulang untuk tujuan pelaporan PPh Pasal 21 tahunan. Berikut disajikan analisa penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang pada tahun 2005 :

 Analisa Perhitungan PPh Pasal 21 Tahunan Pegawai Syeh :
	Pegawai Syeh
	Perhitungan Perusahaan 
	Perhitungan Penulis 
	Selisih 

	1
	2
	3
	4

	Gaji 



Jaminan Hari Tua
Premi Asuransi 

Kecelakaan Kerja

Premi Asuransi 

Kematian 

Tunjangan Hari Raya 

Penghasilan Bruto 
Pengurangan :

Biaya jabatan 

Iuran JHT 



Penghasilan Neto 

PTKP


Penghasilan Kena Pajak 


Pajak penghasilan Pasal 21 setahun :
5% x (PKP sd. Rp. 25 juta).
10% x ( PKP diatas Rp 25 juta sd. 50 juta )

PPh Pasal 21 setahun 


PPh Pasal 21 sebulan :
	Rp 
57.600.000      

   Rp.       1.140.000 

Rp. 
      512.640

 Rp.  
      172.800 Rp.
   4.800.000 Rp.
 64.525.440 

Rp.1.296.000 Rp.1.152.000
    Rp.     2.448.000

      Rp.  62.077.440     

      Rp.  16.800.000 

       Rp. 43.837.440 

Rp. 1.250.000

Rp. 2.027.744
Rp. 3.277.744

Rp.    273.145
	  Rp.  57.600.000

___

  Rp.       512.640

   Rp.      172.800   

   Rp.   4.800.000 

   Rp. 63.085.440
Rp.1.296.000 Rp.1.152.000

     Rp. 2.448.000

  Rp.  62.077.440     

  Rp.  16.800.000

  Rp. 43.837.440
Rp. 1.250.000

Rp. 1.883.744

Rp. 3.133.744

Rp.    261.145
	___
Rp.    1.140.000

___

___

___

Rp.    1.140.000

___

___

___

Rp.    1.140.000

___

Rp.    1.140.000

Rp.    1.140.000

Rp.1.140.000

Rp. 12.000


Dari perhitungan diatas diketahui bahwa di dalam perhitungan PPh Pasal 21 terutang pegawai Syeh selama setahun. PT. X masih mengulang kesalahan yang telah dilakukan pada saat penghitungan PPh Pasal 21 terutang tiap masa pajaknya. Kesalahan itu adalah salah menentukan iuran Jaminan Hari Tua sehimgga mengakibatkan kecilnya iuran Jaminan Hari Tua yang dikurangkan. Sehingga terdapat selisih hari penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut perhitungan PT. X besarnya PPh Pasal 21 terutang pegawai Syeh tahun pajak Rp. 3.277.744, sedangkan PPh Pasal 21 terutang yang benar adalah Rp. 3.133.744 (terdapat selisih sebesar Rp. 144.000). Selisih tersebut dianggap sebagai lebih bayar (lebih setor) sebesar Rp. 144.000.
Dalam perhitungan perusahaan Jaminan Hari Tua sebagai penghasilan tetapi tidak termasuk dalam pengurangan yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Sedangkan dalam perhitungan penulis Jaminan Hari Tua dianggap sebagai penghasilan tetapi termasuk dalam pengurangan yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Akibat dari kesalahan itu karyawan yang dirugikan karena karyawan harus membayar PPh terutang lebih besar dibandingkan dengan perhitungan yang seharusnya.
Analisa Perhitungan PPh Pasal 21 Tahunan Pegawai Eddy :
	Pegawai Syeh
	Perhitungan Perusahaan 
	Perhitungan Penulis 
	Selisih 

	1
	2
	3
	4

	Gaji 



Jaminan Hari Tua

Premi Asuransi 

Kematian 

Premi Asuransi 

Kecelakaan Kerja

Tunjangan Hari Raya 

Penghasilan Bruto 

Pengurangan :

Biaya jabatan 

Iuran JHT 



Penghasilan Neto 

PTKP


Penghasilan Kena Pajak 


Pajak penghasilan Pasal 21 setahun :

5% x (PKP sd. Rp. 25 juta).

10% x ( PKP diatas Rp 25 juta sd. 50 juta )

PPh Pasal 21 setahun 


PPh Pasal 21 sebulan :
	Rp.  45.600.000      

Rp.    1.140.000
 Rp.      136.800

Rp.      405.840

Rp.   3.800.000

Rp. 51.082.640

Rp. 1.296.000

Rp.    912.000

Rp.   2.208.000

Rp. 48.874.640
Rp. 15.600.000

Rp. 33.274.640

 Rp. 1.250.000

 Rp.   827.464

 Rp. 2.077.464

Rp     173.122
	Rp.  45.600.000      

___
Rp.      136.800

Rp.      405.840

Rp.   3.800.000

Rp. 49.942.640

Rp. 1.296.000

Rp.    912.000

Rp.   2.208.000

Rp. 47.734.640

Rp. 15.600.000

Rp. 32.134.640

 Rp. 1.250.000

 Rp.   713.464

 Rp. 1.963.464

Rp     163.622
	___

Rp.    1.140.000
___

___

___

Rp.    1.140.000

___

___

___

Rp.    1.140.000

___

Rp.    1.140.000

Rp.    1.140.000

Rp.1.140.000

Rp.       9.500


Dari perhitungan diatas diketahui bahwa di dalam perhitungan PPh Pasal 21 terutang pegawai Eddy selama setahun. PT. X masih mengulang kesalahan yang telah dilakukan pada saat penghitungan PPh Pasal 21 terutang tiap masa pajaknya. Kesalahan itu adalah salah menentukan iuran JHT sehimgga mengakibatkan kecilnya iuran JHT yang dikurangkan. Sehingga terdapat selisih hari penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut perhitungan PT. X besarnya PPh Pasal 21 terutang pegawai Eddy tahun pajak Rp. 2.077.464, sedangkan PPh Pasal 21 terutang yang benar adalah Rp. 1.963.464 (terdapat selisih sebesar Rp. 144.000). Selisih tersebut dianggap sebagai lebih bayar (lebih setor) sebesar Rp. 144.000.

Dalam perhitungan perusahaan JHT sebagai penghasilan tetapi tidak termasuk dalam pengurangan yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Sedangkan dalam perhitungan penulis JHT dianggap sebagai penghasilan tetapi termasuk dalam pengurangan yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Akibat dari kesalahan itu karyawan yang dirugikan karena karyawan harus membayar PPh terutang lebih besar dibandingkan dengan perhitungan yang seharusnya.

Analisa Perhitungan PPh Pasal 21 Tahunan Pegawai Sony 
	Pegawai Syeh
	Perhitungan Perusahaan 
	Perhitungan Penulis 
	Selisih 

	1
	2
	3
	4

	Gaji 



Jaminan Hari Tua

Premi Asuransi 

Kematian 

Premi Asuransi 

Kecelakaan Kerja

Tunjangan Hari Raya 

Penghasilan Bruto 

Pengurangan :

Biaya jabatan 

Iuran JHT 



Penghasilan Neto 

PTKP


Penghasilan Kena Pajak 


Pajak penghasilan Pasal 21 setahun :

5% x (PKP sd. Rp. 25 juta).

10% x ( PKP diatas Rp 25 juta sd. 50 juta )

PPh Pasal 21 setahun 


PPh Pasal 21 sebulan :
	Rp  42.000.000

Rp.  1.050.000

Rp.     126.000

Rp.      373.800

Rp.   3.500.000

Rp. 47.049.800

Rp. 1.296.000

Rp.    840.000

Rp.   2.136.000

Rp. 44.913.800

Rp. 13.200.000

Rp. 31.713.800

Rp. 1.250.000

Rp.   6.71.380 


 Rp. 1.921.380

 Rp     160.115
	Rp  42.000.000

___

Rp.     126.000

Rp.      373.800

Rp.   3.500.000

Rp. 45.999.800

Rp. 1.296.000

Rp.    840.000

Rp.   2.136.000

Rp. 43.863.800

Rp. 13.200.000

Rp. 30.663.800

Rp. 1.250.000

Rp.   566.380 


 Rp. 1.816.380

 Rp     151.365
	___

Rp.  1.050.000

___

___

___

Rp.  1.050.000

___
___

___

Rp.  1.050.000

__
Rp.  1.050.000

___

Rp.  1.050.000

Rp.  1.050.000

Rp.  8.750


Dari perhitungan diatas diketahui bahwa di dalam perhitungan PPh Pasal 21 terutang pegawai Sony selama setahun. PT. X masih mengulang kesalahan yang telah dilakukan pada saat penghitungan PPh Pasal 21 terutang tiap masa pajaknya. Kesalahan itu adalah salah menentukan iuran JHT sehimgga mengakibatkan kecilnya iuran JHT yang dikurangkan. Sehingga terdapat selisih hari penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut perhitungan PT. X besarnya PPh Pasal 21 terutang pegawai Sony tahun pajak Rp. 2.077.464, sedangkan PPh Pasal 21 terutang yang benar adalah Rp. 1.921.380 (terdapat selisih sebesar Rp. 105.000). Selisih tersebut dianggap sebagai lebih bayar (lebih setor) sebesar Rp. 105.000.

Dalam perhitungan perusahaan JHT sebagai penghasilan tetapi tidak termasuk dalam pengurangan yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Sedangkan dalam perhitungan penulis JHT dianggap sebagai penghasilan tetapi termasuk dalam pengurangan yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Akibat dari kesalahan itu karyawan yang dirugikan karena karyawan harus membayar PPh terutang lebih besar dibandingkan dengan perhitungan yang seharusnya.

Analisa Perhitungan PPh Pasal 21 Tahunan Pegawai M Ikhsan

	Pegawai Syeh
	Perhitungan Perusahaan 
	Perhitungan Penulis 
	Selisih 

	1
	2
	3
	4

	Gaji 



Jaminan Hari Tua

Premi Asuransi 

Kematian 

Premi Asuransi 

Kecelakaan Kerja

Tunjangan Hari Raya 

Penghasilan Bruto 

Pengurangan :

Biaya jabatan 

Iuran JHT 



Penghasilan Neto 

PTKP


Penghasilan Kena Pajak 


Pajak penghasilan Pasal 21 setahun :

5% x (PKP sd. Rp. 25 juta).

10% x ( PKP diatas Rp 25 juta sd. 50 juta )

PPh Pasal 21 setahun 


PPh Pasal 21 sebulan :
	Rp    42.000.000

Rp.     1.050.000

Rp.       126.000

Rp.      373.800

Rp.   3.500.000

Rp. 47.049.800

Rp. 1.296.000

Rp.     840.000

Rp.   2.136.000

Rp. 44.913.800
Rp. 13.200.000

Rp. 31.713.800

Rp. 1.250.000

Rp.    671.380

 Rp. 1.921.380

Rp.    160.115
	Rp  42.000.000

___

Rp.     126.000

Rp.      373.800

Rp.   3.500.000

Rp. 45.999.800

Rp. 1.296.000

Rp.    840.000

Rp.   2.136.000

Rp. 43.863.800

Rp. 13.200.000

Rp. 30.663.800

Rp. 1.250.000

Rp.   566.380 


 Rp. 1.816.380

 Rp     151.365
	___

Rp.  1.050.000

___

___

___

Rp.  1.050.000

___

___

___

Rp.  1.050.000

__

Rp.  1.050.000

___

Rp.  1.050.000

Rp.  1.050.000

Rp.  8.750


Dari perhitungan diatas diketahui bahwa di dalam perhitungan PPh Pasal 21 terutang pegawai M Ikhsan selama setahun. PT. X masih mengulang kesalahan yang telah dilakukan pada saat penghitungan PPh Pasal 21 terutang tiap masa pajaknya. Kesalahan itu adalah salah menentukan iuran JHT sehimgga mengakibatkan kecilnya iuran JHT yang dikurangkan. Sehingga terdapat selisih hari penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut perhitungan PT. X besarnya PPh Pasal 21 terutang pegawai M Ikhsan tahun pajak Rp. 1.921.380, sedangkan PPh Pasal 21 terutang yang benar adalah Rp. 1.816.380 (terdapat selisih sebesar Rp. 105.000). Selisih tersebut dianggap sebagai lebih bayar (lebih setor) sebesar Rp. 105.000.

Dalam perhitungan perusahaan JHT sebagai penghasilan tetapi tidak termasuk dalam pengurangan yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Sedangkan dalam perhitungan penulis JHT dianggap sebagai penghasilan tetapi termasuk dalam pengurangan yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Akibat dari kesalahan itu karyawan yang dirugikan karena karyawan harus membayar PPh terutang lebih besar dibandingkan dengan perhitungan yang seharusnya.

Analisa Perhitungan PPh Pasal 21 Tahunan Pegawai Marlina
	Pegawai Syeh
	Perhitungan Perusahaan 
	Perhitungan Penulis 
	Selisih 

	1
	2
	3
	4

	Gaji 



Jaminan Hari Tua

Premi Asuransi 

Kematian 

Premi Asuransi 

Kecelakaan Kerja

Tunjangan Hari Raya 

Penghasilan Bruto 

Pengurangan :

Biaya jabatan 

Iuran JHT 



Penghasilan Neto 

PTKP


Penghasilan Kena Pajak 


Pajak penghasilan Pasal 21 setahun :

5% x (PKP sd. Rp. 25 juta).

10% x ( PKP diatas Rp 25 juta sd. 50 juta )

PPh Pasal 21 setahun 


PPh Pasal 21 sebulan :
	Rp.  45.600.000      

Rp.    1.140.000

 Rp.      136.800

Rp.      405.840

Rp.   3.800.000

Rp. 51.082.640

Rp. 1.296.000

Rp.    912.000

Rp.   2.208.000

Rp. 48.874.640

Rp. 16.800.000

Rp. 32.074.640

 Rp. 1.250.000

 Rp.   827.464

 Rp. 1.957.464

Rp     163.122
	Rp.  45.600.000      

___

Rp.      136.800

Rp.      405.840

Rp.   3.800.000

Rp. 49.942.640

Rp. 1.296.000

Rp.    912.000

Rp.   2.208.000

Rp. 47.734.640

Rp. 16.800.000

Rp. 30.934.640

 Rp. 1.250.000

 Rp.   593.464

 Rp. 1.843.464

Rp     153.622
	___

Rp.    1.140.000

___

___

___

Rp.    1.140.000

___

___

___

Rp.    1.140.000

___

Rp.    1.140.000

Rp.    1.140.000

Rp.1.140.000

Rp.       9.500


Dari perhitungan diatas diketahui bahwa di dalam perhitungan PPh Pasal 21 terutang pegawai Marlina selama setahun. PT. X masih mengulang kesalahan yang telah dilakukan pada saat penghitungan PPh Pasal 21 terutang tiap masa pajaknya. Kesalahan itu adalah salah menentukan iuran JHT sehimgga mengakibatkan kecilnya iuran JHT yang dikurangkan. Sehingga terdapat selisih hari penghitungan PPh Pasal 21 terutang menurut perhitungan PT. X besarnya PPh Pasal 21 terutang pegawai Marlina tahun pajak Rp. 1.921.380, sedangkan PPh Pasal 21 terutang yang benar adalah Rp. 1.843.464 (terdapat selisih sebesar Rp. 114.000). Selisih tersebut dianggap sebagai lebih bayar (lebih setor) sebesar Rp. 114.000.

Dalam perhitungan perusahaan JHT sebagai penghasilan tetapi tidak termasuk dalam pengurangan yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Sedangkan dalam perhitungan penulis JHT dianggap sebagai penghasilan tetapi termasuk dalam pengurangan yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Akibat dari kesalahan itu karyawan yang dirugikan karena karyawan harus membayar PPh terutang lebih besar dibandingkan dengan perhitungan yang seharusnya.

Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat dalam tabel 4.2 :

TABEL  4.2
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DILAKUKAN PENULIS
TAHUN 2005

	Nama
	Jabatan 
	Status 
	Gaji 

(Rp)
	JHT (Rp)
	PAKK (Rp)
	Pak (Rp)
	THR
	Penghasilan bruto
	Biaya jabatan 
	JHT (Rp)
	Penghasilan Neto
	PTKP
	Penghasilan Kena Pajak 
	PPh Pasal 21

	Syeh S
	Direktur Utama
	K/3
	57.600.000
	1.440.000
	512.640
	172.800
	4.800.000
	63.085.440
	1.296.000
	1.152.000
	60.637.440
	16.800.000
	43.837.440
	3.133.744

	Eddy ll
	Manajer 

Personalia 
	K/2
	45.600.000
	1.140.000
	405.840
	136.800
	3.800.000
	49.942.640
	1.296.000
	912.000
	47.734.640
	15.600.000
	32.134.640
	1.963.464

	Sony A
	Manajer Pemasaran 
	K/0
	42.000.000
	1.050.000
	373.800
	126.000
	3.500.000
	45.999.800
	1.296.000
	840.000
	43.863.800
	13.200.000
	30.663.800
	1.816.380

	M. Ikhsan 
	Manajer Pembelian 
	K/0
	42.000.000
	1.050.000
	373.800
	126.000
	3.500.000
	45.999.800
	1.296.000
	840.000
	43.863.800
	13.200.000
	30.663.800
	1.816.380

	Marlina 
	Manajer Keuangan
	K/3
	45.600.000
	1.140.000
	405.840
	136.800
	3.800.000
	49.942.640
	1.296.000
	912.000
	47.734.640
	16.800.000
	30..934.640
	1.843.464

	Said K
	Manajer machine 
	K/1
	45.600.000
	1.140.000
	405.840
	136.800
	3.800.000
	49.942.640
	1.296.000
	921.000
	47.734.640
	14.400.000
	33.334.640
	2.083.464

	Nurdin 
	Manajer Gudang
	TK
	39.000.000
	975.000
	347.100
	117.000
	3.250.000
	42.714.100
	1.296.000
	780.000
	40.683.100
	12.000.000
	28.638.100
	1.613.810

	Susi N
	Manajer Transportasi
	K/0
	42.000.000
	1.050.000
	373.800
	126.000
	3.500.000
	45.999.800
	1.296.000
	840.000
	43.863.800
	13.200.000
	30.663.800
	1.816.380

	Irene M
	Kabag Exeruder
	TK
	30.000.000
	750.000
	267.000
	90.000
	2.500.000
	32.607.000
	1.296.000
	600.000
	30.961.000
	12.000.000
	18.961.000
	945.050

	Syahrul A
	Kabag 
Circuler 
	TK
	27.000.000
	675.000
	240.300
	81.000
	2.250.000
	29.571.300
	1.296.000
	540.000
	27.735.300
	12.000.000
	15.735.300
	786.765

	Lilis R
	Kabag jahit 
	K/0
	28.800.000
	720.000
	256.320
	86.400
	2.400.000
	31.542.720
	1.296.000
	576.000
	29.670.720
	13.200.000
	16.470.720
	823.536

	Riki N 
	Kabag Pemotong 
	TK
	27.000.000
	675.000
	240.300
	81.000
	2.250.000
	29.571.300
	1.296.000
	540.000
	27.735.300
	12.000.000
	15.735.300
	786.765

	Dony P
	Kabag
 Packing 
	TK
	27.600.000
	690.000
	245.640
	82.800
	2.300.000
	30.228.440
	1.296.000
	552.000
	28.380.440
	12.000.000
	16.380.440
	819.022

	Nurmalasari 
	Kabag Pembukuan 
	K/3
	30.000.000
	750.000
	267.000
	90.000
	2.500.000
	32.857.000
	1.296.000
	600.000
	30.961.000
	16.800.000
	14.161.000
	708.050

	Melinda 
	Kasir 
	TK
	24.000.000
	600.000
	213.600
	72.000
	2.000.000
	26.285.600
	1.296.000
	480.000
	24.509.600
	12.000.000
	12.509.600
	625.480

	Total 
	
	
	553.800.000
	13.845.000
	4.928.820
	1.661.400
	46.150.000
	606.540.220
	19.440.000
	11.076.000
	576.024.220
	205.200.000
	370.824.220
	21.584.754


Berdasarkan hasil keseluruhan penghitungan diatas dapat dibuat tabel sebagai berikut:
Tabel 4.3
Perhitungan PPh Pasal 21
	Penghitungan PPh Pasal 21
	Penhasilan Bruto
	Penghasilan Neto
	Penghasilan Kena Pajak
	PPh Pasal 21

	Perusahaan 
	620.385.220
	589.869.220
	384.669.220
	22.726.254

	Penulis 
	606.540.220
	576.024.220
	370.824.220
	21.584.754

	Selisih 
	13.845.00
	13.845.000
	13.845.000
	1.141.500


Sumber :Jumlah hasil perhitungan penulis dari data perusahaan

Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan perusahaan sebesar Rp. 22.726.254, sedangkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan lebih besar dari penulis. Sehingga karyawan mengalami lebih bayar (PPh Pasal 21 yang lebih setor sebesar Rp. 1.141.500.
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Setelah penulis melakukan analisa pembahasan terhadap penghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap karyawan, maka penulis menarik kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan bahwa : perhitungan Pajak Perhasilan Pasal 21 pada PT. X belum sesuai dengan Perundang-undangan Perpajakan dimana dalam perhitungan tersebut iuran JHT termasuk dalam penghasilan. Sedangkan dalam perundang-undangan iuran JHT tidak termasuk dala penghasilan tetapi termasuk dalam pengurangan penghasilan. Akibat dari kesalahan itu karyawan yang dirugikan karena karyawan harus membayar PPh terutang lebih besar dibandingkan dengan perhitungan yang seharusnya
B. Saran 

 Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat yaitu perusahaan harus berusaha mengikuti perubahan atau perkembangan peraturan-peraturan Perpajakan yang ada dengan cara mengikuti seminar, pelatihan-pelatihan perpajakan dan membaca buku-buku yang berhubungan dengan perpajakn. Sehingga penghitungan PPh Pasal 21 terutang tidak mengalami kesalahan. Selain itu, segera menanyakan Peraturan yang dirasa belum jelas ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PT. X terdaftar sehingga dapat dihindari kesalahan yang mungkin terjadi.
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